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ABSTRAK

Pelayanan akta kematian merupakan bagian penting dalam administrasi kependudukan,
tetapi pelaporan kematian di Kabupaten Kebumen masih menghadapi kendala berupa
rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses, dan permasalahan administrasi.
Kondisi tersebut mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kebumen menerapkan Program PETI MEGATRUH untuk mendekatkan pelayanan hingga
tingkat desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelayanan akta kematian
melalui Program PETI MEGATRUH serta mengidentifikasi faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Analisis menggunakan teori efektivitas Duncan dalam Steers yang meliputi tiga dimensi,
yaitu pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan adaptasi (adaptation).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PETI MEGATRUH cenderung berjalan
efektif pada ketiga dimensi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Program berhasil
mendekatkan pelayanan ke desa, mempermudah akses masyarakat, mengintegrasikan
pelayanan akta kematian dengan dokumen kependudukan lainnya, serta meningkatkan
pelaporan dan penerbitan akta kematian. Jumlah penerbitan meningkat dari 9.903 pada
2021 menjadi 17.024 pada 2025. Koordinasi antara Disdukcapil, kecamatan, dan desa juga
telah berjalan melalui berbagai mekanisme komunikasi dan pengajuan layanan. Namun,
masih terdapat kendala berupa kematian yang belum dilaporkan, ketidaklengkapan
dokumen, permasalahan data, keterbatasan jaringan dan perangkat, serta perbedaan
kapasitas antar desa. Berdasarkan temuan tersebut, Program PETI MEGATRUH telah
memberikan kontribusi dalam meningkatkan akses dan pelaporan akta kematian sehingga
secara keseluruhan cenderung efektif, tetapi masih memerlukan penguatan. Perbaikan
dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, pemerataan pendampingan dan kapasitas
desa, penguatan sarana pelayanan, serta penyediaan mekanisme pelacakan status pengajuan
yang lebih terstandar. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pelaksanaan program
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antarwilayah atau mengukur kepuasan masyarakat dan kepatuhan pelaporan secara
kuantitatif.

Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan Akta Kematian, PETI MEGATRUH, Duncan.



ABSTRACT

Death certificate services are an important part of population administration; however,
death reporting in Kebumen Regency still faces challenges, including low public
awareness, limited service access, and administrative problems. To address these issues,
the Department of Population and Civil Registration of Kebumen Regency implemented
the PETI MEGATRUH Program to bring death certificate services closer to the village
level. This study aims to analyze the effectiveness of death certificate services through the
PETI MEGATRUH Program and identify supporting and inhibiting factors in its
implementation. This study employed a qualitative method with a descriptive approach.
Data were collected through interviews, observation, and documentation. The analysis
used Duncan's effectiveness theory as developed by Steers, consisting of three dimensions:
goal attainment, integration, and adaptation. The findings indicate that the PETI
MEGATRUH Program tends to be effective across the three dimensions, although its
implementation is not yet fully optimal. The program has brought services closer to
villages, improved public access, integrated death certificate services with other
population documents, and increased death reporting and certificate issuance. The number
of certificates issued increased from 9,903 in 2021 to 17,024 in 2025. Coordination among
the Department of Population and Civil Registration, sub-districts, and villages has also
been carried out through various communication and service submission mechanisms.
However, challenges remain, including unreported deaths, incomplete documents,
population data problems, limited networks and equipment, and differences in village
capacity. Based on these findings, the PETI MEGATRUH Program has contributed to
improving access to and reporting of death certificates and can generally be considered
effective, although further improvements are needed. These improvements include
strengthening public outreach, equalizing village capacity and assistance, improving
service facilities, and developing a more standardized application status tracking
mechanism. Future research may examine the implementation of the program across
different areas or quantitatively measure public satisfaction and compliance with death
reporting.

Keywords: Effectiveness, Death Certificate Services, PETI MEGATRUH, Duncan.



A. Pendahuluan

Pelayanan administrasi
kependudukan merupakan salah satu
bentuk pelayanan publik yang berkaitan
langsung dengan pemenuhan hak
administratif masyarakat. Pemerintah
memiliki ~ tanggung  jawab  untuk
menyediakan pelayanan yang mudah
diakses, responsif, dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kualitas pelayanan administrasi
kependudukan menjadi salah satu aspek
yang dapat menggambarkan kemampuan
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat melalui pelayanan publik.
Oleh karena itu, penyelenggaraan
pelayanan tidak hanya dituntut mampu
menghasilkan dokumen administrasi,
tetapi juga perlu  memperhatikan
kemudahan akses, kecepatan proses,

serta keterjangkauan pelayanan bagi

masyarakat.
Salah satu pelayanan
administrasi kependudukan yang

memiliki karakteristik khusus adalah

pencatatan kematian. Pencatatan
kematian diperlukan untuk memberikan
kepastian hukum atas peristiwa kematian
sekaligus mendukung pemutakhiran data
kependudukan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, setiap kematian wajib
dilaporkan paling lambat 30 hari sejak
tanggal kematian. Namun, ketentuan
tersebut belum sepenuhnya terlaksana
dalam  praktik. Masih  terdapat
masyarakat yang terlambat atau tidak
melaporkan peristiwa kematian,
sehingga berdampak pada rendahnya
tertib administrasi dan ketidakakuratan
data kependudukan.

Permasalahan  tersebut juga
berkaitan dengan kondisi masyarakat dan
akses terhadap pelayanan. Rendahnya
kesadaran mengenai pentingnya akta
kematian menyebabkan sebagian
keluarga menunda pelaporan karena
menganggap  pengurusan  dokumen
tersebut  bukan  kebutuhan  yang
mendesak. Selain itu, jarak menuju pusat
pelayanan dapat menjadi hambatan bagi
masyarakat, khususnya di wilayah
pedesaan. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa penyelesaian persoalan
pencatatan kematian tidak cukup hanya
melalui penyediaan prosedur
administratif, tetapi  membutuhkan
pelayanan yang mampu mendekatkan
akses masyarakat sekaligus memperkuat
koordinasi antaraktor penyelenggara
pelayanan.

Sebagai salah satu upaya
mengatasi persoalan tersebut, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten ~ Kebumen  menerapkan
Program PETI MEGATRUH
(Pengelolaan  Pelaporan ~ Kematian
Melalui Gerakan Administrasi

Kependudukan  Cepat, Profesional,
Akurat, dan Handal). Program ini
diterapkan sejak Agustus 2022 dan
dirancang dengan melibatkan pemerintah
desa atau kelurahan dalam proses
pelaporan kematian. Pelayanan tidak
hanya berpusat pada Disdukcapil, tetapi
memanfaatkan pemerintah desa sebagai
aktor yang berada lebih dekat dengan
masyarakat. Program ini juga didukung
olen mekanisme pelayanan berbasis
digital, termasuk WhatsApp Ticket,
sehingga  proses  pengajuan  dan
koordinasi antara pemerintah desa
dengan Disdukcapil dapat dilakukan
tanpa seluruh masyarakat harus datang
langsung ke kantor Disdukcapil.
Keberadaan PETI MEGATRUH
menunjukkan adanya upaya pemerintah
daerah untuk mengembangkan pelayanan
yang lebih dekat dan responsif. Namun,
keberadaan suatu inovasi pelayanan tidak
secara otomatis menunjukkan bahwa
program tersebut telah berjalan efektif.
Efektivitas perlu dilihat dari sejauh mana
program mampu mencapai tujuan yang
ditetapkan, membangun integrasi antara
pihak-pihak  yang terlibat, serta
menyesuaikan pelaksanaan pelayanan

dengan kondisi yang dihadapi di

lapangan. Dalam pelaksanaannya, PETI
MEGATRUH  masih

sejumlah persoalan, antara lain adanya

menghadapi

penduduk vyang belum dilaporkan
kematiannya, perbedaan kemampuan
operator desa, kebutuhan pendampingan
bagi  petugas, serta keterbatasan
perangkat dan jaringan. Kondisi tersebut
menunjukkan  adanya  kemungkinan
kesenjangan antara tujuan program
dengan pelaksanaan pelayanan di
lapangan.

Sejumlah penelitian terdahulu
telah mengkaji efektivitas pelayanan akta
kematian maupun inovasi pelayanan
administrasi  kependudukan. Penelitian
mengenai pelayanan akta kematian di
Kota Tangerang Selatan menunjukkan
bahwa persoalan sosialisasi, kesadaran
masyarakat, dan pemantauan masih
memengaruhi pelaksanaan pelayanan.
Penelitian mengenai aplikasi
SALAMAN di Kota  Bandung
menunjukkan bahwa inovasi digital
dapat mempermudah pelayanan akta
kematian, meskipun masih menghadapi
kendala  teknis  dan  rendahnya

pemahaman  sebagian = masyarakat.
Sementara itu, penelitian di Kabupaten
Sukabumi telah menggunakan perspektif
Duncan dengan dimensi pencapaian
tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk
menganalisis efektivitas pelayanan akta
kematian.

Meskipun demikian,



penelitian-penelitian  tersebut  belum
secara khusus mengkaji efektivitas
pelayanan akta kematian melalui inovasi
yang  menggabungkan  mekanisme
pelayanan digital dengan pelibatan
pemerintah desa sebagai pelaksana pada
tingkat lokal. Karakteristik tersebut
penting karena efektivitas PETI
MEGATRUH tidak hanya berkaitan
dengan hasil pelayanan, tetapi juga
dengan bagaimana pembagian peran,
koordinasi, penyampaian data, dan
kemampuan pelaksana menyesuaikan
pelayanan dengan kondisi masing-
masing wilayah. Dengan demikian,
penelitian  ini  menempatkan PETI
MEGATRUH bukan hanya sebagai
inovasi pelayanan, tetapi sebagai proses
pelayanan yang efektivitasnya
dipengaruhi oleh pencapaian tujuan,
integrasi antaraktor, dan kemampuan
adaptasi dalam pelaksanaannya.

Untuk menganalisis  kondisi
tersebut, penelitian ini menggunakan
teori efektivitas Duncan dalam Steers
(1985) yang mencakup tiga dimensi,
yaitu pencapaian  tujuan (goal
attainment), integrasi (integration), dan
adaptasi (adaptation). Ketiga dimensi
tersebut  digunakan untuk  melihat
efektivitas pelayanan dari sisi pencapaian
tujuan program, keterpaduan hubungan
dan  koordinasi  antaraktor, serta

kemampuan program menyesuaikan diri

terhadap kondisi dan kebutuhan dalam
pelaksanaan pelayanan. Berdasarkan
uraian tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis efektivitas pelayanan
akta kematian melalui Program PETI
MEGATRUH di Dinas Kependudukan
dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten
Kebumen serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang mendukung dan

menghambat pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini  menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif untuk
menganalisis efektivitas pelayanan akta
kematian melalui  Program  PETI
MEGATRUH (Pengelolaan Pelaporan
Kematian melalui Gerakan Administrasi
Kependudukan  Cepat, Profesional,
Akurat, dan Handal) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen. Pendekatan ini
digunakan untuk memperoleh gambaran
mengenai pelaksanaan program
berdasarkan pengalaman dan informasi
dari pihak-pihak yang terlibat secara
langsung dalam pelayanan. Analisis
efektivitas mengacu pada tiga indikator
Duncan dalam Steers, yaitu pencapaian
tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Penelitian dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen sebagai instansi

yang menyelenggarakan dan mengelola



Program PETI MEGATRUH. Lokus
penelitian juga mencakup pelaksanaan
pelayanan pada tingkat desa serta
mekanisme pelayanan melalui
WhatsApp Ticket sebagai salah satu
instrumen  digital dalam program.
Pemilihan lokus tersebut didasarkan pada
keterlibatan Disdukcapil dan pemerintah
desa dalam proses pelaporan dan
penerbitan akta kematian melalui
Program PETI MEGATRUH.

Informan penelitian ditentukan
menggunakan purposive sampling, yaitu
berdasarkan pertimbangan keterlibatan,
kapasitas, dan pengalaman informan
dalam penyelenggaraan maupun
pemanfaatan pelayanan akta kematian
melalui Program PETI MEGATRUH.
Informan terdiri atas pihak Disdukcapil
Kabupaten Kebumen yang terlibat dalam
pengelolaan program, operator atau
petugas register desa sebagai pelaksana
pelayanan di tingkat desa, serta
masyarakat yang pernah menggunakan
layanan. Informan penelitian meliputi
Ketua Tim Kerja
Kematian/Administrator Database
Kependudukan Ahli Pertama, Operator
SIAK dan WhatsApp Ticket, Kepala
Bidang Pengelolaan
Administrasi  Kependudukan (PIAK),

dua petugas register desa, serta empat

Informasi

masyarakat pemohon.

Data penelitian terdiri atas data
primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh  melalui  keterangan dan
informan terkait
pelaksanaan Program PETI
MEGATRUH, sedangkan data sekunder
berupa dokumen program, kebijakan

pengalaman

yang berkaitan dengan pelayanan, data
pendukung implementasi program, serta
data pelaporan dan penerbitan akta
2021-2025.
Pengumpulan data dilakukan

kematian tahun
melalui observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Observasi
dilakukan terhadap alur pelayanan dan
pelaksanaan ~ program,  wawancara
mendalam dilakukan kepada informan
yang telah ditentukan secara purposive,
sedangkan dokumentasi digunakan untuk
memperoleh data dan arsip yang
berkaitan dengan pelaksanaan Program
PETI MEGATRUH serta pelayanan akta
kematian.

Data dianalisis menggunakan
model analisis interaktif, yang meliputi
kondensasi atau reduksi data, penyajian
data, serta penarikan dan verifikasi
kesimpulan. Data yang diperoleh dari
wawancara, observasi, dan dokumentasi
diseleksi dan dikelompokkan
berdasarkan informasi yang relevan
dengan tiga indikator efektivitas Duncan,
kemudian disajikan untuk menemukan

pola dan hubungan antartemuan sebelum



ditarik kesimpulan. Keabsahan data diuji
melalui triangulasi, terutama dengan
membandingkan informasi dari berbagai
sumber yang terlibat dalam pelaksanaan
dan pemanfaatan pelayanan.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Efektivitas Pelayanan  Akta
Kematian melalui Program PETI
MEGATRUH

Program PETI MEGATRUH
diterapkan oleh Dinas Kependudukan
dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten
Kebumen sebagai inovasi pelayanan
untuk mendekatkan pengurusan akta
kematian kepada masyarakat. Program
yang diperkenalkan pada Agustus 2022
tersebut menggunakan model pelayanan
hibrida dengan melibatkan pemerintah
desa sebagai titik pelayanan dan
memanfaatkan beberapa saluran
pengajuan, Vyaitu SIAK, WhatsApp
Ticket, dan pengajuan kolektif melalui
Google Form. Perkembangan
mekanisme pelayanan tersebut
menunjukkan ~ bahwa  pelaksanaan
program tidak hanya bergantung pada
digitalisasi, tetapi juga pada pembagian
peran antara Disdukcapil, kecamatan,
dan  pemerintah  desa. Efektivitas
program kemudian dianalisis
menggunakan tiga dimensi Duncan
dalam Steers, yaitu pencapaian tujuan,

integrasi, dan adaptasi.

a. Pencapaian Tujuan (Goal

Attainment)

Pencapaian tujuan menunjukkan
Program PETI
MEGATRUH mampu mewujudkan
sasaran pelayanan yang telah ditetapkan,

sejauh mana

terutama dalam memberikan kemudahan
akses, mempercepat proses pelayanan,
menjaga ketepatan hasil, memenuhi
kebutuhan administrasi masyarakat, dan
meningkatkan pelaporan akta kematian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tujuan tersebut telah diwujudkan melalui
pemindahan sebagian proses pelayanan
ke tingkat desa. Masyarakat tidak lagi
harus datang langsung ke kantor
Disdukcapil karena pengajuan dapat
dibantu oleh petugas register desa.
Kondisi tersebut mengurangi jarak,
waktu, dan biaya yang harus dikeluarkan
masyarakat dalam mengurus dokumen
kependudukan.

Kemudahan akses tersebut juga
terlinat dari pengalaman masyarakat
pemohon. Pengurusan akta kematian
dapat dilakukan melalui kantor desa
dengan bantuan petugas, termasuk ketika
terdapat dokumen yang perlu dilengkapi
atau data kependudukan yang harus
dikonfirmasi. Dengan demikian, manfaat
program tidak hanya terletak pada
tersedianya saluran pelayanan baru,
tetapi pada berkurangnya  beban

administratif yang harus ditanggung



masyarakat. Temuan ini menunjukkan
bahwa pelibatan pemerintah desa telah
mengubah titik pelayanan dari yang
sebelumnya lebih  terpusat pada
Disdukcapil menjadi lebih dekat dengan
lokasi masyarakat.

Dari sisi kecepatan pelayanan,
penelitian  menemukan bahwa akta
kematian dapat diselesaikan rata-rata satu
hari kerja ketika dokumen persyaratan
lengkap dan  tidak  ditemukan
permasalahan pada data kependudukan.
Namun, waktu penyelesaian dapat
menjadi lebih panjang apabila terdapat
ketidaksesuaian data, data ganda, atau
dokumen yang belum lengkap. Hal ini
menunjukkan bahwa keberadaan
mekanisme pelayanan yang lebih dekat
belum secara otomatis membuat seluruh
permohonan selesai dalam waktu yang
sama. Kecepatan pelayanan tetap
dipengaruhi oleh kondisi awal masing-
masing permohonan.

Pada aspek ketepatan hasil,

proses verifikasi yang dilakukan

Disdukcapil berfungsi sebagai
pengendalian sebelum dokumen
diterbitkan. Permohonan yang

mengalami permasalahan data tidak
langsung  ditolak, tetapi  ditahan
sementara sampai dilakukan konfirmasi
dan pemenuhan dokumen atau perbaikan
data. Mekanisme tersebut

memungkinkan pelayanan tetap berjalan

tanpa mengabaikan validitas data
kependudukan.  Dengan  demikian,
kemudahan pelayanan dalam PETI
MEGATRUH tetap disertai proses
pemeriksaan untuk menjaga ketepatan
dokumen yang diterbitkan.

Pencapaian tujuan juga terlihat
dari peningkatan jumlah penerbitan akta
kematian. Data menunjukkan bahwa
penerbitan akta kematian meningkat dari
9.903 dokumen pada 2021 menjadi
17.024 dokumen pada 2025. Peningkatan
tersebut menunjukkan adanya perubahan
yang cukup besar dalam capaian
pelayanan setelah program diterapkan.
Namun, angka tersebut tidak dapat
diperlakukan sebagai bukti tunggal
bahwa seluruh tujuan program telah
tercapai, karena penelitian menemukan
adanya kasus kematian lama yang baru
dilaporkan setelah program berjalan
sehingga turut memengaruhi peningkatan
jumlah penerbitan.

Selain itu, masih terdapat
masyarakat yang  belum  segera
melaporkan kematian anggota

keluarganya.  Sebagian = masyarakat
belum merasa membutuhkan akta
kematian karena belum  memiliki
kepentingan  administratif  tertentu,
bahkan terdapat keluarga yang masih
menggunakan identitas penduduk yang
telah meninggal untuk kepentingan

tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan



bahwa persoalan pencatatan kematian
tidak seluruhnya dapat diselesaikan
melalui  penyederhanaan mekanisme
pelayanan. Kesediaan masyarakat untuk
melaporkan kematian secara tepat waktu
tetap menjadi bagian yang menentukan
pencapaian tujuan program.

Dengan demikian, pada dimensi
pencapaian tujuan, PETI MEGATRUH
telah menghasilkan perubahan pada
akses dan capaian pelayanan, tetapi
tingkat keberhasilannya belum seragam.
Program berhasil mendekatkan titik
pelayanan dan meningkatkan jumlah
pelaporan, sedangkan kecepatan
penyelesaian dan pencapaian cakupan
pelaporan masih dipengaruhi
kelengkapan dokumen, kesesuaian data,
dan perilaku masyarakat. Temuan ini
memperlihatkan  bahwa  efektivitas
program lebih tepat dipahami sebagai
capaian yang bertahap, bukan sebagai
pencapaian Yyang telah sepenuhnya

merata.

b. Integrasi (Integration)

Dimensi integrasi digunakan
untuk melihat keterpaduan pelaksanaan
pelayanan antara Disdukcapil,
kecamatan, pemerintah desa, serta
saluran pelayanan yang digunakan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa integrasi
kelembagaan telah terbentuk melalui

pembagian tugas, koordinasi,

pendampingan, dan mekanisme
komunikasi yang berlangsung secara
rutin. Disdukcapil menjalankan fungsi
pengelolaan dan verifikasi, pemerintah
desa menjadi pelaksana pelayanan di
tingkat lokal, sedangkan pendamping
dari Disdukcapil di setiap kecamatan
membantu proses konsultasi, monitoring,
dan penyelesaian kendala.

WhatsApp Ticket menjadi salah
satu instrumen yang memperlihatkan
keterpaduan tersebut. Bagi desa yang
belum  memperolen akses SIAK,
dokumen permohonan dapat dikirim
melalui  WhatsApp  Ticket  untuk
kemudian diverifikasi oleh Disdukcapil.
Sementara itu, desa yang telah memiliki
akses  SIAK  dapat

permohonan secara langsung, sedangkan

mengajukan

pengajuan  secara  kolektif  dapat
dilakukan melalui Google Form. Ketiga
jalur tersebut pada akhirnya bermuara
pada proses verifikasi di Disdukcapil
sehingga perbedaan saluran pengajuan
tidak memisahkan proses pelayanan
menjadi sistem yang berdiri sendiri.
Integrasi juga terlihat dalam
koordinasi antara Disdukcapil dan
pemerintah desa. Koordinasi dilakukan
melalui  grup  komunikasi, rapat
koordinasi, bimbingan teknis, serta
pendampingan oleh petugas Disdukcapil
pada tingkat kecamatan. Mekanisme

tersebut diperkuat dengan penunjukan



petugas register desa melalui Surat
Perintah Tugas dan pengaturan mengenai
peran serta mekanisme pelayanan dalam
Petunjuk Teknis PETI MEGATRUH.
Artinya, koordinasi yang terbentuk tidak
semata-mata bergantung pada
komunikasi informal, tetapi memiliki
dasar prosedural yang memberikan
kejelasan  mengenai  pihak  yang
menjalankan pelayanan.

Kelancaran pengelolaan data
juga didukung oleh adanya proses
verifikasi terpusat. Data yang diajukan
melalui  SIAK, WhatsApp  Ticket,
maupun Google Form tetap diperiksa
dalam proses yang sama. Selain itu,
petugas desa memiliki kewajiban
melakukan pelaporan data Buku Pokok
Pemakaman secara berkala kepada
Disdukcapil. Mekanisme  tersebut
memberikan lapisan pengawasan
tambahan untuk mencocokkan data
pelayanan dengan pencatatan kematian di
tingkat desa.

Meskipun demikian, integrasi

belum sepenuhnya terjadi pada sisi

informasi kepada masyarakat.
Masyarakat pemohon umumnya
mengetahui  perkembangan  berkas

melalui pemberitahuan dari petugas desa
dan belum memperoleh tanda terima
maupun  sistem  pelacakan  status
pengajuan secara mandiri. Dengan

demikian, integrasi antara Disdukcapil

dan pemerintah desa relatif berjalan baik
pada tingkat internal pelayanan, tetapi
belum sepenuhnya diteruskan dalam
bentuk transparansi informasi kepada
pengguna layanan.

Kondisi tersebut menjadi salah
satu keterbatasan penting dalam dimensi
integrasi.  Sistem  telah  mampu
menghubungkan aktor dan saluran
pelayanan pada sisi internal, tetapi
hubungan tersebut belum menghasilkan
mekanisme informasi yang sama kuatnya
pada sisi masyarakat. Oleh karena itu,
integrasi  PETI MEGATRUH dapat
dikatakan  telah  terbentuk  secara
kelembagaan dan operasional, tetapi
masih membutuhkan penguatan pada
aspek keterbukaan status pelayanan

kepada pemohon.

¢. Adaptasi (Adaptation)
Dimensi adaptasi menunjukkan
kemampuan
MEGATRUH dalam  menyesuaikan

mekanisme

Program PETI

pelayanan dengan
perkembangan  teknologi, kapasitas
aparatur, gangguan teknis, dan kondisi
sosial masyarakat. Penelitian
menemukan bahwa program mengalami
perkembangan secara bertahap, mulai
dari pencatatan manual melalui Buku
Pokok Pemakaman,
WhatsApp  Ticket dan  Google

Spreadsheet, hingga pemanfaatan SIAK

penggunaan



oleh desa yang telah memperoleh akses.
Perubahan tersebut memperlihatkan
bahwa mekanisme pelayanan tidak
dipertahankan dalam bentuk awal, tetapi
dikembangkan mengikuti kebutuhan dan
kesiapan pelaksana.

Adaptasi teknologi juga
dilakukan secara bertahap berdasarkan
kemampuan masing-masing desa. Tidak
semua desa memperoleh tingkat akses
SIAK yang sama, karena pemberian
kewenangan disesuaikan dengan
kompetensi dan kesiapan operator. Pola
tersebut memungkinkan desa yang belum
siap tetap menjalankan pelayanan
melalui saluran lain, sementara desa yang
telah memenuhi persyaratan dapat
memperoleh kewenangan yang lebih
luas. Dalam kondisi ini, adaptasi tidak
hanya berarti penggunaan teknologi baru,
tetapi  juga  penyesuaian  tingkat
kewenangan dengan kapasitas pelaksana.

Kesiapan aparatur diperkuat
melalui bimbingan teknis dan pelatihan
secara  berkala. Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa kesalahan
penginputan data yang sebelumnya lebih
sering terjadi pada awal implementasi
berkurang setelah operator memperoleh
pengalaman dan pelatihan. Di sisi lain,
perluasan akses SIAK juga diikuti
dengan  penerapan  Non-Disclosure
Agreement (NDA) untuk menjaga

kerahasiaan data kependudukan. Hal

tersebut memperlihatkan bahwa adaptasi
kelembagaan dilakukan dengan
memperhatikan dua kebutuhan sekaligus,
yaitu peningkatan kemampuan pelayanan
dan perlindungan data masyarakat.
Program juga menunjukkan
kemampuan  beradaptasi  terhadap
gangguan perangkat dan jaringan. Pada
awal pelaksanaan masih terdapat desa
yang menghadapi keterbatasan perangkat
dan kualitas jaringan internet. Kondisi
tersebut kemudian diatasi melalui
penyesuaian perangkat dan penyedia
layanan internet serta penyediaan saluran
pelayanan alternatif. Dengan adanya
beberapa pilihan pelayanan, gangguan
pada satu saluran tidak serta-merta
menghentikan seluruh proses pelayanan.
Adaptasi juga tampak pada
penyesuaian pelayanan terhadap kondisi
sosial masyarakat. Keluarga yang sedang
berduka tidak diperlakukan secara kaku
dalam hal waktu pengurusan, sedangkan
masyarakat yang mengalami kehilangan
dokumen dapat dibantu dengan alternatif
dokumen yang masih tersedia. Pelayanan
juga diarahkan melalui jemput bola bagi
kelompok tertentu, termasuk masyarakat
lanjut usia. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa adaptasi PETI
MEGATRUH tidak hanya berlangsung
pada aspek teknologi dan administrasi,
tetapi juga pada cara pelayanan

merespons kondisi pengguna.



Berdasarkan ketiga  dimensi
tersebut, Program PETI MEGATRUH
menunjukkan kecenderungan berjalan
efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal.
Pada pencapaian tujuan, program telah
memperluas akses dan meningkatkan
jumlah  pelaporan, tetapi  masih
menghadapi  kematian yang belum
dilaporkan serta ketergantungan pada
kelengkapan dokumen dan kesesuaian
data. Pada integrasi, hubungan Kkerja
antara Disdukcapil, kecamatan, dan desa
telah  berjalan  melalui  berbagai

mekanisme  koordinasi,  meskipun
transparansi status pengajuan kepada
masyarakat masih terbatas. Sementara
itu, kemampuan adaptasi terlihat dari
perkembangan  sistem, peningkatan
kompetensi operator, penyediaan kanal
alternatif, dan penyesuaian pelayanan

terhadap kondisi masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat
Pelaksanaan Pelaksanaan Program
PETI MEGATRUH

Pelaksanaan PETI MEGATRUH
didukung oleh beberapa faktor yang
bersifat kelembagaan, sumber daya
manusia, teknologi, dan akses pelayanan.
Faktor kelembagaan terlihat dari
dukungan pimpinan, sinergi antarbidang
di Disdukcapil,  serta  kesediaan
pemerintah  desa  menerima  dan

menjalankan  program.  Keberadaan

Petunjuk  Teknis yang  mengatur
penunjukan petugas, persyaratan,
mekanisme pengajuan, dan pelaporan
berkala juga memberikan dasar yang
relatif seragam bagi pelaksanaan
pelayanan di desa.

Faktor sumber daya manusia
juga memiliki pengaruh besar. Keaktifan
operator desa dalam  melakukan
pendataan dan pelaporan berhubungan
dengan tingkat pelaporan kematian di
masing-masing wilayah. Bimbingan
teknis  dan  pendampingan  dari

Disdukcapil membantu operator
memahami prosedur serta mengurangi
kesalahan penginputan. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa keberadaan sistem
digital belum cukup apabila tidak diikuti
oleh operator yang mampu menjalankan
dan mengelola sistem tersebut. Dari sisi
teknologi, penggunaan beberapa saluran
pelayanan memberikan fleksibilitas bagi
desa dengan tingkat kesiapan yang
berbeda. Buku Pokok Pemakaman,
WhatsApp Ticket, Google Form, dan
SIAK memungkinkan pelayanan tetap
berjalan meskipun kemampuan setiap
desa belum seragam. Kedekatan lokasi
pelayanan di tingkat desa dan kebijakan
pelayanan tanpa biaya juga menjadi
faktor ~yang meringankan  beban
masyarakat dalam mengurus akta
kematian. Selain itu, upaya membangun

kerja sama dengan rumah sakit dan



pelaksanaan jemput bola menunjukkan
adanya perluasan  strategi  untuk
meningkatkan cakupan pelaporan. Di sisi
lain, hambatan utama berasal dari
rendahnya kesadaran sebagian
masyarakat untuk segera melaporkan
kematian. Sebagian keluarga menunda
pengurusan karena belum memiliki
kepentingan administratif atau masih
membutuhkan dokumen milik anggota
keluarga yang telah  meninggal.
Hambatan tersebut berada di luar kendali
langsung sistem pelayanan sehingga
penyederhanaan prosedur saja tidak
cukup untuk mengatasinya. Hambatan
berikutnya adalah persoalan administratif
berupa data kependudukan yang belum
diperbarui, data ganda, serta dokumen
persyaratan yang hilang atau tidak
lengkap. Kondisi  tersebut  dapat
memperpanjang proses karena petugas
harus melakukan  konfirmasi  dan
meminta dokumen tambahan. Selain itu,
pada masa awal implementasi masih
ditemukan keterbatasan perangkat dan
jaringan internet di sejumlah desa.
Pelaksanaan program juga belum
sepenuhnya  merata  antarwilayah.
Terdapat desa yang relatif aktif
menggunakan sistem, sementara
beberapa desa lainnya masih jarang aktif
atau melakukan login. Ketimpangan
tersebut menunjukkan bahwa efektivitas

program tidak hanya dipengaruhi oleh

desain pelayanan pada tingkat kabupaten,
tetapi juga oleh kapasitas dan tingkat
keaktifan pelaksana di masing-masing
desa.

Ketiadaan mekanisme pelacakan
status pengajuan yang terstandardisasi
juga menjadi hambatan pada sisi
pengguna layanan. Masyarakat masih
bergantung pada informasi dari petugas
desa untuk mengetahui perkembangan
berkas. Selain itu, kondisi psikologis
keluarga yang sedang berduka dapat
menyebabkan pengurusan  dokumen
ditunda. Dengan demikian, hambatan
PETI MEGATRUH tidak hanya bersifat
teknis, tetapi juga mencakup faktor
perilaku masyarakat dan ketimpangan
kapasitas pelaksana di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, temuan
penelitian
efektivitas PETI MEGATRUH lebih

banyak ditentukan oleh keterhubungan

memperlihatkan ~ bahwa

antara sistem pelayanan, kapasitas
pelaksana, dan respons masyarakat.
Teknologi  berfungsi sebagai sarana
untuk mempercepat dan menghubungkan
proses, tetapi keberhasilannya tetap
bergantung pada  operator  desa,
koordinasi antarinstansi, kelengkapan
data, serta kemauan masyarakat untuk
melaporkan peristiwa kematian. Karena
itu, peningkatan efektivitas program
tidak cukup diarahkan pada

pengembangan sistem digital, tetapi juga



perlu  memperkuat Kkapasitas desa,
pemerataan pendampingan, komunikasi
kepada masyarakat, dan mekanisme

pemantauan status pelayanan.

D. Simpulan

Pelayanan akta kematian melalui
Program PETI MEGATRUH di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Kebumen  menunjukkan
bahwa program telah berjalan cukup
efektif, meskipun pencapaiannya belum
sepenuhnya merata. Berdasarkan tiga
dimensi  efektivitas Duncan, pada
dimensi pencapaian tujuan, program
mampu mendekatkan akses pelayanan
kepada masyarakat melalui pelibatan
pemerintah desa, meningkatkan
pelaporan akta kematian, serta menjaga
ketepatan penerbitan dokumen melalui
proses verifikasi. Pada dimensi integrasi,
koordinasi antara Disdukcapil,
kecamatan, dan pemerintah desa telah
terbentuk melalui pembagian tugas,
pendampingan,  serta  penggunaan
beberapa saluran pelayanan yang
terhubung dengan proses verifikasi
Disdukcapil. ~ Sementara itu, pada
dimensi adaptasi, program mampu
menyesuaikan mekanisme pelayanan
dengan  perkembangan  teknologi,
meningkatkan ~ kompetensi  operator
melalui bimbingan teknis, menangani

kendala perangkat dan jaringan, serta

menyesuaikan pelayanan dengan kondisi
sosial masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas
program masih menghadapi sejumlah
kendala, terutama rendahnya kesadaran
sebagian masyarakat untuk segera
melaporkan kematian, ketidaklengkapan
dokumen, permasalahan data
kependudukan, serta belum meratanya
keaktifan  pemerintah  desa dalam
menjalankan  mekanisme  pelayanan.
Selain itu, belum tersedianya mekanisme
pelacakan  status pengajuan yang
terstandardisasi menyebabkan informasi
perkembangan berkas kepada
masyarakat masih bergantung pada
komunikasi dengan petugas desa.
Dengan demikian, efektivitas PETI
MEGATRUH tidak hanya ditentukan
oleh penggunaan teknologi, tetapi juga
oleh kapasitas dan keaktifan pelaksana di
tingkat desa, koordinasi antarpihak, serta
kesediaan masyarakat dalam melaporkan

peristiwa kematian.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian,
Disdukcapil Kabupaten Kebumen perlu
memperkuat  sosialisasi ~ mengenai
kewajiban dan manfaat pelaporan
kematian agar masyarakat tidak menunda
pengurusan akta kematian ketika belum
administratif.

memiliki kebutuhan

Sosialisasi dapat dilakukan dengan



melibatkan pemerintah desa sebagai
pelaksana yang berhubungan langsung
dengan masyarakat serta memanfaatkan
kegiatan pelayanan dan pendataan di
tingkat desa.

Disdukcapil juga perlu
meningkatkan pendampingan kepada
desa yang tingkat keaktifannya masih
rendah, terutama melalui monitoring dan
komunikasi yang lebih intensif dengan
operator desa. Upaya tersebut diperlukan
agar pelaksanaan PETI MEGATRUH
tidak bergantung pada desa-desa yang
telah aktif, tetapi dapat berjalan lebih
merata di seluruh wilayah Kabupaten
Kebumen. Selain itu, mekanisme
pelacakan status pengajuan  perlu
dikembangkan agar masyarakat dapat
memperoleh informasi perkembangan
berkas secara lebih jelas tanpa
sepenuhnya bergantung pada komunikasi
informal dengan petugas desa.

Pada aspek administrasi,
pembaruan  dan  verifikasi  data
kependudukan perlu terus diperkuat
untuk mengurangi permasalahan data
ganda, data yang belum diperbarui, serta
ketidaksesuaian dokumen yang dapat
memperlambat penerbitan akta kematian.
Bimbingan teknis dan pendampingan
kepada operator desa juga perlu
dipertahankan agar kemampuan
pelaksana  tetap  sesuai  dengan

perkembangan mekanisme pelayanan

dan penggunaan sistem administrasi

kependudukan.
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